
BUPATI BANGGAI LAUT
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI LAUT
NOMOR 4 0  TAHUN 2017

TENTANG

URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
KANTOR KESATUAN BARGSA DAN POLITIK

KABUPATEN BANGGAI LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGGAI LAUT,

Menunbang : bahwa untuk  melaksanakan ketentuan Pasta' 9  Peraturan
Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 7 Tabun 2016 tentang
Pembentukan d a n  Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Banggai Laut,  perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Uraian Tugas, Ftmgsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa
clan Politik Kabupaten Banggai Laut;

Mengingat 1 .  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan
Kabupaten Banggai L a u t  d i  Provinsi Sulawesi Tengah
(Lembaran Negara  Republ ik  Indonesia Ta h u n  2 0 1 3
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5398);

2. Undang-Undang N o m o r  2 3  T a h u n  2 0 1 4  t e n t a n g
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 2 0 1 4  Nomor 2 4 4 ,  Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaiznana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9  Tahun 2 0 1 5
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2 0 1 4  tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Ta h u n  2 0 1 5  Nomor  5 8 ,
Tambahan L e m b a r a n  N e g a r a  R e p u b l i k  I n d o n e s i a
Nomor 5679);

3. Peraturan Pernerinta.h Nomor 1 8  Tahun  2 0 1 6  tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2 0 1 6  Nomor 11 4 ,  Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai L a u t  Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Banggai L a u t  ILembaran Daerah
Kabupaten Banggai Laut Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Banggai 1.2ut Nomor 21);



MEP&UTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG U R A I A N  TUGAS, FUNGSI
DAN TATA  KERJA KANTOR T U A N  BANGSA D A N
POLITIK KABUPATEN BANGGAI LAUT.

BAB
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Laut.
1. Pemerintah Da.erah adalah Bupat i  s e b a g a i  unsur

penyelenggara Pcmerintahan Daerah  y a n g  memimpin
pelaksanaan u r u s a n  Pernerintahan y a n g  m e n j a d i
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati  adalah Bupati Banggai Laut.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kahupaten

Banggai Laut.
5. Kantor Kesatuan Bangsa d a n  Politik adalah Kantor

Kesatuan Bangsa dan Politik Kahupaten Banggai Una.
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan

Politik Kabupaten Banggai Laut.
8. S u b  13agian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tara Usaha

pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Banggai Laut.

10. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Laut.

11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang
menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak
Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang
dalam pelaksanaan tugasnya ciidasarkan pada keahlian
atau kctcrampilan tertentu yang bersifat mandiri.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Unsur
Pendukung Pemerintah Daerah.

(2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seora_ng
Kepala K a n t o r  y a n g  berkedudukan d ibawah  d a n
bertanggungjawab Kepada B u p a t i  melalui  Sekretaris
Daerah.



BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

(1) Kantor Kesatuan Bangsa d a n  Polit ik mempunyai tugas
membantu B u p a t i  melaksanakan U r u s a n  Pemcrintahan
dibidang Kesatuan Bangsa dan Po

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, mempunyai
fungsi :
a. perumusan kebijakan dan fa,silitasi peningkatan sumber

daya manusia Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
b. perumusan, penyiapan kebijakan teknis dan pengkajian di

bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
c. perumusan, penyiapan kebijakan dan pengkajian ma.salah

strategis daerah;
d. koordinasi penyusunan program d a n  kegiatan bidang

kesatuan bangan, pol i t ik  dan masyarakat;
C. pembinaan dan pelaksanaan kebijakan bidang kesatuan

bangaa, politik dan masyarakat;
f. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan

bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
g. penyelenggaraan urusan kcsckretariatan Kantor.

BAB I V
SUSUNAN ORGANISAS1

Pasal 4

Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri
alas:
a. kcpala Kantor;
b. s u b  Bagian Tata Usaha;
c. kasie  Pembinaan Ideologi dan Politik;
d. kasie Kewaspadaan dan Penanggulangan Konflik; dan
e. kelompok Jabatan rungsional.

BAB V
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Kantor

Pasal 5

(11 Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas
membantu Bupat i  da lam menyusun d a n  melaksanakan
kebijakan Bupati  dibidang Kesatuan Bangsa d a n  Politik
didatrah.



(2) Dalam melaksanakan tugas pokok scbagaimana dimaksud
pada avat (1), Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan  Politik
mempunyai fungsi :
a. membantu Bupati sesuai dengan bidang tugasnya melalui

Kepala Kantor Daerah;
b. memimpin, merenc:anakan, mengkoordinasikan, membina,

mengendalilcan dan mengawasi kegiatan 'cantor;
c. merencanalcan, menyusun dan melaksanakan kebijakan

urusan Kesatuan Bangsa dan Politik;
d. merumuskan konsep sasaran, menyusun kebijakan teknis

di bidang Kesatuan Bangsa d a n  Politik berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. menyusun kebijakan teknis  pelaksanaan tugas  y a n g
menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan norma, standar
dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;

f. mernbina, melaksanakan kerjasarna d a n  berkoordinasi
dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya;

g. mengkoordinasikan, mcmbcrikan saran d a n  masukan
kepada Bupati tentang langkah-langkah yang perlu diambil
dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

h. merumuskan kegiatan Kantor yang meliputi urusan Tata
Usaha, Keuangan dan Penyusunan Program sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

i. merumuskan sasaran penyusunan RENSTRA K a n t o r
Kesatuan Bangsa dan Po'kik;

j. mengorganisasikan penyusunan RENJA Tahunan Kantor
Kesatuan Bangsa dan Politik;

k. mengkoordinasikan penyusunan LAKIP Kantor, melaporkan
kepada Bupati secara berkala melalui Kepala Kantor Daerah
ke Bagian Administrasi Organisasi;

1. menghimpun d a n  menyampaikan b a h a n  l a p o r a n
penyusunan LKPJ Bupati dan LPPD setiap akhir tahun ke
Kantor Perencanaan Pembangunan Daerah;

m. menghimpun d a n  menyampaikan b a h a n  l a p o r a n
penyusunan L K P D  se t i ap  a k h i r  t a h u n  k e  K a n t o r
Pcngelolaan Kcuangan dan Aset Daerah;

n. memberikan saran dan masukan kepada Bupati tentang
langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang Kesatuan
Bangsa dan Politik;

0. merumuskan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa
dan Politik;

p. merumuskan kebijakan operasional d i  bidang Kesatuan
Bangsa dan Politik berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

q. mengorganisasikan d a n  menetapkan kebijakan teknis
pelaksanaan tugas yang menjadi tanggungjawabnya sesuai
dengan norma, standar den prosedur yang ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah;



r. melaporkan pelaksanaan kegiatan d i  bidang tugasnya,
sebagai bahan inforrnasi dan pertanggungjawaban kepada
Bupati;dan

s. melaksanakan clan melaporkan tugas kedinasan lainnya
yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
a. merencanakan kegiatan kerja dan anggaran Sub Bagian

Tata Usaha sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. merencanakan kegiatan yang  hendak dicapai Kantor

Kesatuan Bangsa dan Pollak berdasarkan skala prioritas
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

c. merencanakan k e g i a t a n  d a n  meny iapkan  b a h a n
penyusunan RENSTRA urusan Bagian Tata Usaha serta
merencanakan k e g i a t a n  d a n  meny iapkan  b a h a n
penyusunan RENJA urusan Bagian Tata Usaha;

d. merencanakan k e g i a t a n  d a n  meny iapkan  b a h a n
penyusunan LAMP u r u s a n  Bagian Ta t a  Usaha serta
merencanakan kegiatan d a n  melaksanakan u r u s a n
kerurnahtanggaan Kantor meliputi ketertiban, keamanan,
kebersihan, kehumasan dan protokol;

e. merencanakan kegiatan d a n  metaksanakan u r u s a n
pengadaan, inventarisasi dan penghapusan barang;

f. merencanakan kegiatan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dan menginventarisasi permasalahan di Sub 13agian Tata
Usaha serta mencari alternatif pcmecahannya sebagai
bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan Kepala
Kantor;

g. merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan mengusulkan
pejabat pengadaan dan pembentukan panitia pengadaan
barang/jasa pemerintah dilingkungan Kantor, sepanjang
belum diberlakukannya kebijakan ULP;

h. merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan mengusulkan
pembentukan panitia/pejabat penerima basil  pekerjann
pengadaan barang/jasa pemerintah dilingkungan Kantor;

i. merencanakan kegiatan, rnenghimpun dan menycrahkan
seluruh salinan dokumen pengadaan barang dilingkungan
Kantor secara sisternatis kepada Kepala Kantor serta
merencanakan kegiatan, mengumpul dan mengolah data
yang berhubungan dengan urusan Tata Usaha;

j. merencanakan kegiatan, menyiapkan dan menvusun daftar
rencana daftar  u r u t  kepangkatan (DUK) d a n  analisis
jabatan serta merencanakan kegiatan dan menghimpun,
mengusulkan kelengicapan administrasi  p e m b u a t a n



Asuransi kesehatan PNS, TASPEN, TAPERUM dan KARPEG,
Karsu dan Karis;

k. merencanakan kegiatan, menyusun daftar penjagaan d u n
mengusulkan kenaikan pangkat, gaji berkala serta KP.4
pegawai, DP3, Cuti PNS serta mengusulkan kelengkapan
admintstrasi PNS pensiun pegawai dilingkungan Kantor;

I. merencanakan kegiatan, menyiapkan da ta  d a n  bahan
perIenglcapan untuk pengusulan dan pengangkatan dalam
jabatan serta membimbing dan memotivasi bawahan dalam
upaya pertingkatan produktifitas kerja dan pengembangan
karier;

m. merencanakan kegiatan pelaksanaan monitoring d a n
evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Ta ta
Usaha serta merencanakan kegiatan dan membuat laporan
pelaksanaan program dan rencana kerja tahunan Tata
Usaha;dan

n. melaksanakan dan melaparkan togas kedinasan lainnya
yang diberikan oleh Kepala Kantor.

Bagian Ketiga
Seksi Pembinaan Ideologi dan Politik

Pasal 7

Seksi Pembinaan Ideologi dan Politik mempunyai fungsi
a. mengkoordinasikan pelaksanaan kegia tan  d i  S e k s i

Pembinaan Ideologi dan Poli t ik serta mengkoordinasikan,
menyiapkan bahan penyusunan RENSTRA Seksi Pembinaan
Ideologi dan Politik;

b. mengkoordinasikan, menyiapkan b a h a n  penyusunan
RENJA Seks i  Pembinaan Ideologi d a n  Pol i t ik  ser ta
mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan
LAKIP Seksi Pembinaan Ideologi dan Politik kepada Kepala
Kantor,

c. mengkoordinasikan, menyiapkan bahan  d a n  petunjuk
teknis yang berkaitan pelaksanaan Pembinaan Ideologi dan
Politik s e r t a  mengkoordinasikan, mengkonsultasikan
kegiatan Keaatuan Bangsa dan Politik di Pembinaan Ideologi
dan Politik yang bersifat urgen kepada Kepala Kantor;

d. Pengumpulan bahan  keterangan d a n  informasi ser ta
pemetaan kondisi Pembinaan Ideologi dan Politik di wilayah
kabupaten/ kota;

e. Pelaksanaan d a n  pengkoordinasian pemantapan d a n
penguatan ketahanan Pembinaan ldeologi dan Politik serta
peninglcatan kesadaran bela Negara dan cinta tanah air di
wilayah kabupaten/ kola;

f. mengkoordinasikan, menyiapkan bahan  d o n  petunjuk
teknis yang berkaitan pelaksanaan Politik Daerah serta
mengkoordinasikan, mengkonsultasikan kegiatan Politik
Daerah yang bersifat urgen kepada Kepala Kantor,

6



g- mengkoordinasikan penetapan krb i jakan  operasional,
pelaksanaan kegiatan dan pembinaan se r ta  pengawasan
penyelenggaraan kelembagaan p o l i t i k  pemerintnhan,
kelembagaan partai politik, Organisasi masyarakat, budaya
dan pendidikan poLitik, fasilitasi pemilu, pilpres d a n
pemilukada;

h. ntelaksanakan pengawasan penyclenggaraan pemerintahan
di bidang sistem politik, kelembagaan politik, kelembagaan
partai pol i t ik ,  Organisasi masyarakat, b u d a y a  d a n
pendidikan po l i t ik ,  fasi l i tasi  p e m i l u ,  p i l p r e s  d a n
pemilukada;

i. merencanakan peningkatan kapasitas aparatur Kesbangpol
di bidang sistem politik, kelembagaan politik, kelembagaan
partni pol i t ik ,  Organisasi Masvarakat, b u d a y a  d a n
pendidikan p o l i t i k ,  fasi l i tasi  p e m i l u ,  p i l p r e s  d a n
pemilukada;
mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi
kegiatan yang berkaitan dengan urusan Politik Dalam
Daerah serta membuat laporan pelaksanaan program dun
rencana kerja tahunan Politik Dalam Daerah;

k. merencanakan kegiatan dan meriyusun Data Base dan
Pemutahiran D a t a  Parpol Daerah serta merencanakan
kegiatan d a n  membuat peter politik hasil  pemilu d a n
pemilukada serta merencanakan kegiatan dan menyiapkan
bahan petunjuk tentang, etika/budaya politik lokal;

1. mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi
kegiatan yang berkaitan dengan urusan [deolog) dan Politik;

m. membuat laporan pelaksanaan program dan rencana kerja
tahunan ldcologi dan politik; dan

n. melaksanakan dan melaporkan nigas kedinasan lainnya
yang diberikan oleh Kepala Kanto'

Bagian Keempat
Seksi Kewaspadaan dan Penanggulangan Konflik

Pasal 8

Seksi Kewaspadaan dan Penanggulangan Komi mempunya i
fungal :
a. membantu Kepala Kantor dalam melaksanakan togas

dibidang Kewaspadaan c l a n  Pcnanggulangan konf l ik
melalui;

b. mengkourdinasikan p e l a k  Si) na n  keg ia tan  d i  S e k s i
Kcwaspadaan dan Penanggulangan konflik;

c. mengkoordinasikan, menyiapkan b a h a n  penyusunan
RENSTRA Seksi Kewaspadaan dan Penanggulangan konflik
serta mengkoordinasikan, menyiapkan bahan penyusunan
RENJA Seksi Kewaspadaan dan Penanggulangan konflik;



d. mengkoordinasikan d a n  menyiapkan bahan penyusunan
LAKIP S e k s i  Kewaspadaan dan  Penanggulangazt konf l ik
kepada Kepala Kantor;

e. mengkoordinasikan, menyiapkan b a h a n  d a n  p e t u n j u k
teknis yang berkaitan pelaksanaan Seksi Kewaspadaan dan
Penanggulangan konflik;

i. mengkoordinasikan, mengkonsultasikan kegiatan Kesatuan
Bangsa, Po ls t ik  d a n  Pemerintahan U m u r n  d i  S e k s i
Kewaspadaan d a n  Penanggulangan konf l ik  yang bersifat
urgen kepada Kepala Kantor;

j. mengkoordinasikan, m e m  fasi 1 i tasi p e l a k s a n a a n ,
pengawasan, peningkatan kapasitas aparatur Kesbangpol
di b i d i n g  kewaspadaan d in i ,  kerjasama intelkam, b i n a
masyarakat perbatasan, tenaga kerja, penanganan konfl ik
pemerinta.han, konflik sosial, pengawasan orang asing dan
lembaga asing;

k. melaporkan pelaksanaan kegiatan d i  Seksi Kewaspadaan
dan Penanggulangan konflik sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada Kepala Kantor;

1. mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi
kegiatan yang berkaitan dengan urusan Seksi Kewaspadaan
dan Penanggulangan konflik dan merencanakan kegiatan
dan menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi kegiatan
Komuniti bitelijen Daerah (KOMINDA) serta merencanakan
kegiatan dan menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi
kegiatan F o r u m  K O O  rdinasi P i m p i n a n  D a e r a h
(FORKOPMDA);

m. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan koordinasi
dan fasilitasi kegiatan F o r u m  Kewaspadaan D i n i
Masyarakat (FK.DM) di Daerah;

n. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan koordinasi
dan fasilitasi kegiatan Forum/Kerukunan Etnis Kedaerahan
dan merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan d a n
tncmfasilitasi kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama
(FKUB) serta merencanakan kegiatan d a n  menyiapkan
bahan pembentukan dan pembinaan FKUB di Kecamatan;

o. merencanakan kegiatan d a n  memfasilitasi kegiatan
Komuniti Intelijen Daerah;

p. merencanakan, memonitor d a n  mengawasi kegiatan
kelompok masyarakat yang dianggap dapat menghambat
pembangunan d a e r a h  d e n g a n  m e m b e n t u k  s a t g a s
pemantauan dan pengawasan witayah serta merencanakan
kegiatan dan  menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan
peningkatan kapasitas apara tur  Kesbangpal u r u s a n
kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat
perhatasan, t e n a g a  k e r f a ,  p e n a n g a n a n  k o n f l i k
pemerintahan, konflik sosial, pengawasan orang asing dan
tembaga asing;



q. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan koordinasi
penctapan kebijakan operasional urusan pembauran dan
akulturasi b u d a y a  s c r t a  mcrenea.nakan k e g i a t a n
pelaksanaan monitoring d a n  evaluasi kegiatan y a n g
berkanan dengan urusan Kewaspadaan D in i ,  analisis
evaluasi informasi dan kebijakan strategis;

r. mereneartakan kegiatan dan mcmbuat laporan pelaksanaan
program dan rencana kerja tahunan Kewaspadaan Dint,
analisis evaluasi informasi dan kebijakan strategis; dan

s. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya
yang dibcrikan oich Kepala Kantor.

Bagian Kelima
Kelompok  Jabatan  Fungsional

Pasal 9

Kelompok J a b a t a n  Fungsional a d a l a h  kedudukan  y a n g
mcnunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak pegawai
negeri sipil dalam suatu satuan organisasi dalam pelaksanaan
tugasnya didasarkan pada keahlian dan :lulu ketrampilan tcrtentu
yang bersifat mandiri.

BAB V I
TATA KERJA

Pasal 10

(1) Dalam raelaksanakan togas setiap Pimpinan satuan organisasi
dan ketompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sin.kronisasi balk dalam lingkungan
masing-masing maupun antar satuan organisasi di tingkungan
pernerintah daerah ser ta  dengan instansi l a i n  d i  l u a r
pemcnntah dacrah sesuai dengan tugas masing-masing.

(2) Setiap Pimpinan s a t u a n  organisasi w a j i b  mengawasi
bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyintp:anga.n
agar mengambil langkah-langkah yang dipertukan sesuai
dengan pc rat uran perundang- un dan gain

(3) Setiap Pimpinan s a t u a n  organisasi bertanggung j a w a b
memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing
dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan
tugas bawahannya.

(4) Setiap Pimpinan satuan organisasi waj ib  mcngikuti d a n
mrmaruhi petunjuk dan bertariggung jawab kepada ata.san
masing-masing dan menerapkan laporan berkala tepat pada
waktunya.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan organisasi
dan bawahannya wajib dlolah dan dipergunakan sebagai bahan
untuk penyusunan laporan lebth lanjut dan untuk memberikan
petunjuk kepada bawahan.



BAB VII
KETENTUAI4 PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Ranggai Law. Nomor 9  Tahun 2014 tentang Uraian Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Pohtik
Kabupaten Banggai Laut (13erita Daerah Kabupaten Banggai Laut
Tahun 2014 Nomor 09) dicabut dan dinvatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar s e t i a p  o r a n g  mengetahuinya,  memer in tahkan
Pengundangun Peraturan Bupati in i  dengan penempatannya
dalam 13erita Daerah Kabupaten Banggai Laut.

Ditetapkan di Banggai
pada tanggal 13  34-04 201

/(BUPATI BANGGAI LAUT,

Diundangkan di Banggai
pada tanggal C O I  , - 0 1 7

SEKRETAR1S DAERAH
KABUPAT N  BANGGAI LAUT,

LFURQANUD

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2017 NOMOR LID


